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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kebijakan perpajakan negara-negara secara global terkait
upaya mitigasi dampak pandemi COVID-19. Populasi dalam penelitian ini adalah negara-negara di
seluruh dunia dengan menggunakan teknik purposive sampling dihasilkan sampel sebanyak 121
negara. Penelitian ini mendeskripsikan secara kualitatif tentang kebijakan pajak secara global
berdasarkan data sekunder berupa tax policy measure yang diterbitkan oleh OECD. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan pada masa pandemi antara lain kebijakan
penangguhan pembayaran pajak, penanggguhan pelaporan pajak, mempercepat pengembalian pajak,
keringanan pajak, pembayaran pajak yang lebih fleksibel, dan meningkatkan kompensasi kerugian.
Penangguhan pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan dengan memperpanjang batas pelaporan
dan pembayaran diluar tanggal normal. Pengembalian pajak diberikan kepada wajib pajak atas dana
pajak yang telah dibayarkan berdasarkan ketentuan yang diterapkan oleh setiap negara dan
keringanan pajak diberikan dengan tujuan untuk mengurangi beban pembayaran pajak. Pembayaran
pajak yang lebih fleksibel dilakukan untuk mempermudah sistem pembayaran pajak selama pandemi
dan kompensasi kerugian ditingkatkan untuk membantu perusahaan yang menghadapi risiko likuiditas
dan solvabilitas. Kebijakan pajak yang diterapkan secara umum difokuskan pada jenis pajak CIT, PIT,
VAT, pajak konsumsi, dan pajak properti. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah
literatur bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui upaya pemerintah terkait kebijakan pajak
selama pandemi COVID-19.
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PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk berisiko
pada penurunan penerimaan pajak negara (OECD, 2020e). Menurut (OECD, 2020c), kebijakan physical
distancing selama pandemi COVID-19 mengakibatkan sebagian industri memutuskan untuk
mengurangi maupun menghentikan kegiatan produksinya. Penurunan tingkat produksi mengakibatkan
laba yang diterima juga berkurang yang berefek pada penerimaan pajak pemerintah. Data penerimaan
pajak Indonesia tahun 2020 masing-masing sebesar Rp 80,22 triliun pada bulan Januari, Rp 72,7 triliun
pada bulan Februari, Rp 88,69 triliun pada bulan Maret, dan Rp 135,06 triliun pada bulan April
(Kementerian Keuangan RI, 2020). Kementerian Keuangan Rl (2020) menyatakan meskipun terjadi
pertumbuhan positif juga terjadi perlambatan yang signifikan bila dibandingkan pada penerimaan pajak
tahun 2019 pada periode yang sama. Penurunan penerimaan pajak akibat pandemi juga terjadi di Korea
Selatan pada kuartal pertama 2020 yang turun sebesar ¥ 8,5 triliun (L. E. Joo, 2020).

Penurunan kinerja perekonomian akibat kondisi global saat ini menyebabkan adanya dualisme
kebijakan pajak yang menjadi dilema bagi pemerintah. Pajak selain berfungsi sebagai budgeter yaitu
sumber penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai regulerend yaitu alat yang digunakan oleh
pemerintah untuk mengatur keseimbangan perekonomian suatu negara melalui kebijakannya (Rohendi,
2014). Di tengah kondisi COVID-19, pemberian insentif pajak menjadi salah salah satu kebiijakan pajak
yang banyak diterapkan oleh setiap negara. Pemerintah mengharapkan beban dari kebijakan
pemungutan pajak dapat ditekan dengan adanya insentif pajak tersebut dan wajib pajak terdampak dapat
menggunakan pendapatannya saat itu untuk mempertahankan operasional bisnis sehingga terhindar dari
risiko likuiditas. Namun disisi lain kebijakan insentif pajak tersebut dapat mengurangi pendapatan
negara dan juga kebijakan tersebut tidak dapat menjamin meningkatnya voluntary compliance, justru
sebaliknya dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak (Utama, 2020). Kementerian Keuangan
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Republik Indonesia menerapkan kebijakan penangguhan pembayaran pajak bagi wajib pajak badan
maupun wajib pajak orang pribadi yang terdampak pandemi COVID-19 (Peraturan Menteri Keuangan
Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019, 2020).
Pemerintah berupaya menerapkan kebijakan tersebut untuk menstabilkan perekonomian masyarakat
namun disisi lain kebijakan tersebut berisiko pada penurunan penerimaan pajak (Harahap et al., 2018).

Dampak pandemi COVID-19 memiliki efek yang serupa dengan kondisi global ketika terjadi
krisis ekonomi yang juga mempengaruhi penerimaan pajak negara. Pham (2020) menyatakan Krisis
ekonomi global yang terjadi di Vietnam tahun 2008 membuat pemerintah setempat menerapkan
kebijakan pajak dengan memotong PPh badan (corporate income tax) dan menunda pembayaran PPh
badan selama sembilan bulan. Penelitian lain dari Amerika juga menjelaskan bahwa pemerintah
setempat menerapkan kebijakan berupa pemotongan pajak dividen ketika terjadi krisis ekonomi
(Yagan, 2015). Penelitian sebelumnya membahas terkait kebijakan pajak yang diterapkan oleh
pemerintah ketika terjadi krisis ekonomi, namun lingkup penelitian terbatas hanya pada kebijakan satu
negara yaitu Vietnam dan Amerika Serikat. Dengan demikian, penelitian saat ini akan dikembangkan
pada respon negara-negara dalam data statistik OECD melalui kebijakan pajak yang diterapkan ketika
pandemi COVID-19.

Timbulnya dualisme kebijakan pajak dimana pajak seharusnya berfungsi sebagai budgeter dan
regulerend menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya menerapkan kebijakan pajak. Hal ini
disebabkan karena pemerintah harus menerapkan kebijakan pajak yang dapat menjaga stabilitas
perekonomian namun juga tidak memberatkan bagi wajib pajak. Sebelum pandemi COVID-19,
peristiwa serupa juga pernah terjadi seperti epidemi SARS tahun 2003 dan MERS tahun 2012 yang
terjadi di wilayah China dan wilayah Asia lainnya. Salah satu kebijakan yang diambil untuk memitigasi
dampak dari epidemi SARS dan MERS adalah dengan menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan
pengeluaran, walaupun terjadi penurunan penerimaan pajak dalam jangka pendek (Youkyung, 2015).
Oleh karena itu, topik terkait kebijakan pajak menarik dan penting untuk dilakukan penelitian karena
kebijakan pajak yang diambil ketika pandemi akan berdampak pada perekonomian negara. Penelitian
saat ini merumuskan bagaimana respon negara-negara dalam data statistik OECD terhadap kebijakan
pajak pada saat pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan respon negara-
negara yang terdapat dalam data statistik OECD terkait dengan kebijakan pajak pada masa pandemi
COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah literatur terkait kebijakan
pajak yang diterapkan pada saat terjadi pandemi.

KAJIAN PUSTAKA
Definisi, Filosofi, dan Fungsi Pajak

OECD (1996) mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib kepada pemerintah dan manfaat
yang diterima oleh masyarakat bersifat kontraprestasi. Putri (2013) menjelaskan bahwa kontraprestasi
adalah manfaat yang diterima dari pembayaran pajak tidak sebanding dengan pajak yang dibayarkan
oleh wajib pajak karena tidak ditujukan secara langsung, melainkan untuk membiayai pengeluaran
negara. Dziemianowicz (2019) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pajak merupakan harga yang
harus dibayar untuk hidup dalam masyarakat. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa pajak
merupakan aspek fundamental dalam kehidupan modern karena pendapatan pajak dapat digunakan oleh
pemerintah untuk mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial (Young et al., 2016). Setiap negara
memiliki beberapa jenis pajak, antara lain adalah corporate income tax (CIT), personal income tax
(PIT), value-added tax (VAT), dan property tax (OECD, 2020e).

Pajak memiliki peranan penting dalam mendukung dan memelihara jalannya perekonomian
suatu negara (Nkundabanyanga et al., 2017). Anggaran yang digunakan oleh pemerintah salah satunya
berasal dari pendapatan pajak, hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai budgeter yaitu
sumber pendapatan negara (Rohendi, 2014). Pendapatan yang berasal dari pajak dapat digunakan untuk
membiayai kebutuhan negara, contohnya untuk mendukung kebutuhan sistem kesehatan ketika terjadi
pandemi COVID-19. Selain itu, pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur
perekonomian negara sehingga pajak juga berfungsi sebagai regulerend (Rohendi, 2014). Pajak dapat
berfungsi untuk mengelola ekonomi, dan pasar keuangan, serta untuk mendidik, melindungi, dan
merawat warganya melalui kebijakan perpajakan (Yew et al., 2014). Pendapatan pajak relatif dapat
diprediksi, sehingga pemerintah dapat melakukan perencanaan melalui kebijakan pajaknya (Owens &
Parry, 2009).
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Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan efek merugikan pada sistem kesehatan dunia memiliki
pengaruh dalam segi sosial ekonomi dunia. Nicola et al. (2020) menjelaskan bahwa adanya pembatasan
sosial, pembatasan perjalanan domestik maupun internasional, serta pemberlakuan karantina memicu
kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi dan resesi akibat terhambatnya kegiatan ekonomi. Negara-
negara ASEAN menjadi contoh negara yang perekonomiannya terdampak akibat penyebaran COVID-
19, seperti penurunan pendapatan dari sektor pariwisata yang terjadi di Thailand dan Singapura yang
masing-masing sebesar 3,7% dan 2,5% (ASEAN, 2020). Ozili (2020) menjelaskan bahwa efek pandemi
COVID-19 juga menyebabkan Nairobi Stock Exchange menangguhkan perdagangan ekuitasnya di
Maroko akibat penurunan yang terjadi melebihi 5%. Nicola et al. (2020) menjelaskan meskipun sektor
pariwisata, finansial, dan manufaktur mengalami penurunan, namun sektor industri farmasi, teknologi
informasi, media, research and development justru mengalami peningkatan pendapatan.

Berdasarkan kondisi ekonomi yang terjadi, adaptasi terkait kebijakan pemerintah menjadi kunci
untuk mendorong keseimbangan perekonomian, salah satunya melalui kebijakan pajak. Pemerintah
berupaya mengambil langkah kebijakan pajak yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor
yang tidak terdampak dan memberi keringanan melalui penangguhan pajak bagi sektor yang terdampak
pandemi COVID-19 (International Monetary Fund, 2020). OECD (2020a) merekomendasikan kepada
pemerintah untuk memfokuskan pembuatan kebijakan pajak yang dapat mendukung pendapatan rumah
tangga dan menjaga likuiditas bisnis dalam konteks nasional negara masing-masing. Kebijakan pajak
yang dapat diterapkan antara lain dengan menerapkan pembebasan maupun penangguhan pembayaran
pajak untuk pajak properti, CIT, PIT, VAT, atau pajak konsumsi, serta memberikan waktu tambahan
bagi wajib pajak untuk mengajukan pengembalian pajak (OECD, 2020¢).

Pajak dalam Hukum Negara

Ginting et al. (2018) menjelaskan bahwa hukum merupakan faktor yang mendukung stabilitas
ekonomi suatu negara karena memiliki peran dalam mengatur permasalahan ekonomi. Tanpa adanya
hukum yang memadai permasalahan ekonomi menjadi sulit untuk ditangani dan dapat memakan waktu
serta biaya yang lebih mahal (Arner, 2007). Sama halnya dengan peran hukum, pajak juga merupakan
cara efektif untuk mengatur kehidupan masyarakat (Avi-Yonah, 2011). Pajak hanya dapat dipungut jika
diberlakukan secara sah oleh undang-undang, diterapkan secara tidak memihak, dan harus digunakan
untuk tujuan publik (Vanistendael, 1996). Sifat regulerend dari pajak tersebut ditunjukan melalui
kebijakan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan pajak merefleksikan keputusan
pemerintah dalam mempertimbangkan kebijakan ekonomi dan sosial karena memengaruhi kerangka
keuangan dalam aktivitas bisnis dan masalah lingkungan (European Commission, 2015).

Pajak dalam Perekonomian Negara

Pajak dalam perekonomian memiliki peran lebih dari sekadar pendapatan bagi negara, melainkan
pajak memiliki peran dalam membangun perekonomian negara (Owens & Parry, 2009). Tanzi & Zee
(2013) menjelaskan bahwa pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara
yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan akan barang dan jasa. Joseph et al. (2019)
menjelaskan dalam penelitiannya bahwa pajak berperan untuk meningkatkan pendapatan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah dan mengatur kebijakan ekonomi dan sosial. Pajak merupakan alat
bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskalnya yaitu dengan menerapkan kebijakan pajak
(OECD, 2014). Kebijakan pajak dapat berperan dalam meningkatkan arus kas bisnis, meningkatkan
arus kas rumah tangga, serta mendukung konsumsi, investasi, sistem kesehatan, dan tenaga kerja
(OECD, 2020¢).

Kebijakan Pajak pada Masa Sulit

Adanya krisis kesehatan memiliki dampak pada perekonomian negara, kebijakan pajak menjadi
salah satu upaya yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis seperti yang pernah
terjadi ketika epidemi SARS dan MERS yang terjadi pada tahun 2002 dan 2012. Epidemi SARS
mengakibatkan negara di wilayah Asia kehilangan pendapatan sekitar US$12-18 juta akibat adanya
penurunan pada sektor pariwisata dan penjualan ritel (Qiu et al., 2018). China sebagai negara yang
terdampak epidemi SARS terburuk memutuskan untuk menerapkan sistem pembebasan pajak dalam
upaya untuk mendukung industri yang terdampak SARS (Lee & Warner, 2006). Pemerintah Singapura
juga menerapkan kebijakan pemotongan pajak properti untuk industri perhotelan karena adanya
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penurunan pendapatan pada sektor pariwisata akibat dari epidemi SARS (Ministry of Finance and
Ministry of Trade & Industry, 2003). H. Joo et al. (2019) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa
epidemi MERS yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2015 menyebabkan penurunan pendapatan
dari sektor pariwisata sebesar US$2,6 miliar dan melambatnya konsumsi serta ekspor. Kondisi tersebut
membuat pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menerapkan kebijakan pemotongan pajak yang
diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran (Youkyung, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang
kondisi objek maupun subjek yang diteliti dan berfokus pada suatu kasus (Sugiyono, 2015). Penelitian
ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan respon negara-negara yang terdapat dalam data statistik
OECD terkait dengan kebijakan pajak pada masa pandemi COVID-19, sehingga subjek penelitian ini
berupa negara-negara dalam data statistik OECD, sedangkan objek penelitian berupa kebijakan pajak
yang diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi melalui
data statistik yang diperoleh melalui web resmi OECD (oecd.org) berupa dan studi literatur yang
mengkaji tentang kebijakan pajak yang diterapkan oleh setiap negara dalam menghadapi masa pandemi
COVID-19. Kebijakan pajak yang diterapkan dianalisis dengan mempertimbangkan jenis pajak,
kebijakan pajak yang diterapkan, dan fungsinya dalam kaitannya terhadap respon yang kemudian
diambil oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Identifikasi terkait jenis pajak dan fungsinya
kemudian akan digunakan untuk memetakan respon setiap negara dalam menghadapi pandemi COVID-
19 melalui kebijakan pajak yang diterapkan.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data yang diperoleh dari
pihak eksternal. Data diperoleh melalui Dataset: Tax policy measures (updated 29 June 2020) yang
diterbitkan oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan situs resmi
pemerintah. Populasi dari penelitian ini adalah negara-negara di seluruh dunia dengan sampel sebanyak
121 negara yang masuk dalam data statistik OECD dan kemudian teknik sampling data yang dilakukan
menggunakan teknik purposive sampling.

Proses analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data melalui situs resmi
OECD vyaitu Dataset: Tax policy measures (updated 29 June 2020) dan situs resmi pemerintah.
Kemudian dilakukan reduksi data berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan memilah setiap
data yang memiliki kesamaan yang kemudian dikelompokkan atau disebut sebagai coding untuk
selanjutnya dilakukan proses interpretasi. Berdasarkan reduksi data akan diperoleh kebijakan pajak
yang diterapkan selama pandemi COVID-19 dan hasilnya akan digunakan sebagai kriteria dalam
memetakan setiap negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi
yang telah dibuat selanjutnya akan dianalisis sehingga hasil pengolahan data dapat disajikan dalam
bentuk naratif. Interpretasi dilakukan dengan menjelaskan pengertian dan tujuan dari kebijakan yang
diterapkan, kemudian menjelaskan berapa banyak negara yang menerapkan kebijakan tersebut serta
contoh dari penerapan kebijakan. Langkah terakhir, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan data
yang telah disajikan untuk kemudian menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan
diambil berdasarkan hasil dari kebijakan pajak yang diterapkan dan jenis pajak yang menjadi fokus
penerapan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai negara membatasi akses sosial masyarakat untuk
mencegah penyebaran virus yang mengakibatkan penurunan penerimaan negara karena kegiatan
perekonomian tidak dapat berjalan dengan maksimal salah satunya penerimaan pajak (Collier et al.,
2020). Kebijakan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatur konsumsi masyarakat,
mendorong penanaman investasi, penawaran tenaga kerja, serta pemulihan ekonomi terutama dalam
kondisi pandemi COVID-19 (State Taxation Administration of The People’s Republic of China, 2020).
Kebijakan pajak yang diidentifikasi meliputi penangguhan pembayaran pajak, penangguhan pelaporan
pajak, mempercepat pengembalian pajak, keringanan pajak, pembayaran hutang pajak yang lebih
fleksibel, dan meningkatkan ketentuan kompensasi kerugian. Identifikasi kebijakan pajak difokuskan
pada jenis pajak yang sebagian besar digunakan oleh setiap negara seperti CIT (corporate income tax),
PIT (personal income tax), VAT (value added tax), pajak properti (property tax), dan pajak konsumsi
(consumption tax). Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana respon dari 121 negara yang
terdapat dalam Dataset: Tax Policy Measure dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19
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dalam kaitannya terhadap kebijakan pajak. Berikut merupakan tabel terkait jumlah negara yang
diidentifikasi, besarnya pendapatan pajak terhadap PDB, dan jumlah kasus COVID-19 per 31 Desember
2020.

Tabel 1
Sampel
Jumlah Negara Berdasarkan Area
Asia 26
Afrika 17
Amerika 22
Australia 3
Eropa 53
Total 121
Besarnya Pendapatan Pajak terhadap PDB (%)
Rata-rata 24,8
Min 0,1
Max 459
Median 24
Jumlah negara dengan pendapatan pajak di atas median 60
Jumlah negara dengan pendapatan pajak di bawah median 61
Jumlah Kasus COVID per 31 Desember 2020 (kasus)
Rata-rata 665.347
Min 0
Max 20.258.725
Median 125.086
Jumlah negara dengan total kasus COVID di atas median 61
Jumlah negara dengan total kasus COVID di bawah median 60

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1, sampel yang paling banyak dipakai dalam penelitian ini berasal dari negara-
negara di benua Eropa dan Asia daripada negara-negara dari benua Afrika, Amerika, dan Australia.
Pajak sebagai sumber pendapatan negara rata-rata menyumbang sebesar 24,8% terhadap PDB (produk
domestik bruto) pada tahun 2018. Perancis tercatat sebagai negara yang memiliki pendapatan pajak
tertinggi di tahun 2018 yaitu sebesar 45,9% terhadap PDB sedangkan porsi pendapatan pajak terendah
terhadap PDB tercatat sebesar 0,1% yaitu di Uni Emirat Arab (OECD, 2019). Per 31 Desember 2020,
WHO (2021) mencatat rata-rata penyebaran kasus COVID-19 sebanyak 665.347 kasus. Kasus tertinggi
terjadi di Amerika Serikat yaitu sebanyak 20.258.725 kasus dan Kepulauan Cook tercatat memiliki
kasus terendah dimana tidak terjadi penyebaran kasus COVID-19 yang tercatat hingga 31 Desember
2020.

Penangguhan Pembayaran Pajak

Penangguhan pembayaran pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah memberikan fasilitas
bagi wajib pajak untuk menunda batas waktu pembayaran pajak yang biasanya dibayarkan dalam jangka
waktu tertentu (Capano et al., 2020). Pajak dapat dibayarkan di luar tenggat waktu normal yaitu dengan
memperpanjang batas pembayaran pajak selama beberapa bulan berdasarkan ketentuan masing-masing
negara. Penerapan kebijakan ini dapat ditargetkan berdasarkan sektor yang terdampak atau berdasarkan
besarnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Tujuan diterapkannya kebijakan ini antara lain
untuk meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak karena adanya
penurunan aktivitas operasional yang juga mengancam kemampuan likuiditas mereka (OECD, 2020g).
Selain itu, menurut World Bank (2020) penangguhan pembayaran pajak menjadi langkah untuk
membatasi kontak langsung antara fiskus dengan wajib pajak yang memiliki kendala maupun tidak
memiliki akses pembayaran pajak secara online maupun melalui kasir dan teller bank.

Tabel 2
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Penangguhan Pembayaran Pajak
CIT (corporate income tax) 63
PIT (personal income tax) 47
VAT (value added tax) 39
Pajak konsumsi (consumption tax) 13
Pajak properti (property tax) 20

Sumber: Data diolah, 2020
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Penangguhan pembayaran pajak diterapkan pada seluruh jenis pajak yang ada yaitu CIT, PIT,
VAT, pajak konsumsi, dan pajak properti, namun pada umumnya penangguhan pembayaran pajak lebih
banyak dilakukan pada CIT, PIT, dan VAT. Batas waktu dan sektor yang mendapat fasilitas
penangguhan pembayaran pajak setiap negara berbeda-beda tergantung dengan kondisi yang dihadapi
oleh setiap negara. Contohnya pemerintah Australia menunda pembayaran pajak hingga 4 bulan
sedangkan Belgia menunda pembayaran pajaknya hanya 2 bulan (The Australian Government the
Treasury, 2020; OECD, 2020a). Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi
sehingga beberapa negara seperti Guinea, Laos, dan Malta memfokuskan kebijakan ini untuk pajak
penghasilan di sektor perhotelan, penerbangan, maupun pajak properti seperti yang diterapkan oleh
pemerintah Georgia (OECD, 2020a).

Penangguhan Pelaporan Pajak

Penangguhan pelaporan pajak merupakan kebijakan dimana pemerintah memberikan fasilitas
bagi wajib pajak berupa memperpanjang batas waktu pelaporan pajak (Megersa, 2020). Pajak dapat
dilaporkan pada tanggal tertentu di luar periode pelaporan normal dengan memperpanjang batas
pelaporan selama beberapa bulan, contohnya penundaan pelaporan pajak selama 3 bulan untuk CIT di
Peru dan pajak konsumsi karbon di Afrika Selatan (African Tax Administration Forum, 2020).
Penerapan kebijakan ini dapat ditargetkan berdasarkan sektor yang terdampak atau berdasarkan
besarnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak. Tenggat waktu tambahan dalam pelaporan pajak
dapat dimanfaatkan bagi pemerintah untuk mengumpulkan informasi terkait pengembalian pajak yang
dibutuhkan (OECD, 2020d).

Tabel 3
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Penangguhan Pelaporan Pajak
CIT (corporate income tax) 18
PIT (personal income tax) 19
VAT (value added tax) 10
Pajak konsumsi (consumption tax) 4
Pajak properti (property tax) 1

Sumber: Data diolah, 2020

Penangguhan pelaporan pajak diterapkan pada seluruh jenis pajak yang ada yaitu CIT, PIT, VAT,
pajak konsumsi, dan pajak properti, namun pada umumnya penangguhan pelaporan pajak lebih banyak
dilakukan pada CIT dan PIT. Penangguhan pelaporan pajak yang diterapkan antara lain seperti Albania
dan Bulgaria yang memperpanjang batas pelaporan PIT dan CIT dari 31 Maret 2020 menjadi 31 Juli
2020. Penangguhan tidak hanya berlaku untuk penyampaian SPT saja namun juga berlaku untuk
pengajuan pengembalian pajak. Beberapa negara seperti Finlandia, Hongaria, India, dan Jepang
memperpanjang batas pengajuan pengembalian pajak untuk VAT untuk dapat dimanfaatkan bagi wajib
pajak (OECD, 2020a).

Mempercepat Pengembalian Pajak

Pengembalian pajak adalah kebijakan dimana pengembalian dana atas pajak yang telah
dibayarkan akan diberikan kepada wajib pajak berdasarkan ketentuan tertentu yang diterapkan oleh
negara masing-masing (Baker et al., 2020). Pengembalian pajak yang dilakukan setiap negara dapat
berbeda-beda, misalnya pengembalian pajak dilakukan atas kelebihan pajak yang sebelumnya
dibayarkan atau pajak yang telah dibayarkan pada periode tertentu akan dikembalikan oleh pemerintah.
Dana dari pengembalian pajak dapat bermanfaat bagi wajib pajak untuk mempertahankan aktivitas
bisnisnya sehingga dapat terhindar dari risiko likuiditas dan mempertahankan pengeluaran masyarakat
sehingga perekonomian dapat terus berjalan (World Bank, 2020). Proses pengembalian dana harus
disederhanakan dan diprioritaskan bagi sektor paling terdampak dan yang mengalami kesulitan untuk
mengakses pinjaman seperti UMKM (Megersa, 2020).

Tabel 4
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Mempercepat Pengembalian Pajak
CIT (corporate income tax) 10
PIT (personal income tax) 5
VAT (value added tax) 21
Pajak konsumsi (consumption tax) 1
Pajak property (property tax) 0

Sumber: Data diolah, 2020
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Berdasarkan Tabel 4, pengembalian pajak tidak diberikan untuk seluruh jenis pajak, beberapa
negara hanya memberikan fasilitas pengembalian pajak untuk jenis pajak CIT, PIT, VAT, dan pajak
konsumsi. Contohnya pemerintah Indonesia mempersiapkan pengembalian pajak dari VAT sebesar Rp
5 miliar yang berlaku untuk periode April hingga September 2020 dan Yunani yang mempersiapkan
pengembalian pajak sebesar € 30.000 (OECD, 2020a). Pengembalian pajak juga ditargetkan bagi
UMKM contohnya Chili yang menargetkan 500.000 UMKM menerima fasilitas ini baik melalui
pengembalian CIT dan VAT bagi UMKM yang mengalami penurunan omzet minimal 30% (Ministry
of Finance, 2020).

Keringanan Pajak

Keringanan pajak merupakan kebijakan yang memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi
beban dalam membayar pajak (Qiu et al., 2018). Keringanan pajak yang diberikan dapat berupa
menurunkan tarif pajak, memotong pajak yang harus dibayar, membebaskan pajak untuk sektor tertentu
dan denda atas keterlambatan pembayaran pajak. Perubahan tarif pajak berupa menurunkan tarif pajak
dari tarif normal, sedangkan pemotongan pajak berupa kegiatan memotong pajak yang harus dibayarkan
secara normal hingga tingkat tertentu (OECD, 2020c). Penurunan tarif pajak sebagian diterapkan untuk
pajak VAT terutama untuk sektor kesehatan yang mendukung penyediaan barang terkait
penanggulangan COVID-19 dan barang yang banyak dikonsumsi oleh publik. Hal ini dilakukan untuk
meningkatan arus kas dalam rantai pasokan dan mendorong sistem kesehatan (African Tax
Administration Forum, 2020). Pembebasan denda atas keterlambatan diterapkan karena adanya
pandemi yang menyebabkan kegiatan pelaporan dan pembayaran pajak tertunda (Megersa, 2020).

Tabel 5
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Keringanan Pajak
CIT (corporate income tax) 35
PIT (personal income tax) 31
VAT (value added tax) 22
Pajak konsumsi (consumption tax) 17
Pajak properti (property tax) 14

Sumber: Data diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5, keringanan pajak sebagian besar diterapkan untuk jenis pajak CIT, PIT, dan
VAT. Kebijakan penurunan tarif pajak untuk CIT dan PIT yang diterapkan antara lain seperti Indonesia
yang menurunkan tarif CIT dari 25% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, sedangkan penurunan
tarif PIT diterapkan oleh pemerintah Mesir terkait pajak atas dividen dari 10% menjadi 5% (OECD,
2020a). Beberapa negara juga memberlakukan tarif 0% untuk VAT seperti Austria dan Argentina yang
menerapkannya kebijakan tersebut terkait impor barang yang digunakan untuk mencegah penyebaran
virus, serta Kolombia menerapkan tarif 0% untuk pajak konsumsi bagi restoran (OECD, 2020a). Selain
itu, pemerintah Cina membebaskan PIT atas bonus dan subsidi yang diberikan kepada staf medis yang
bekerja dalam memerangi COVID-19 (OECD, 2020a). Negara-negara seperti Belgia dan Ceko
membebaskan denda atas keterlambatan pembayaran pajak, sedangkan Makedonia Utara menurunkan
tarif bunga atas keterlambatan pembayaran pajak menjadi 0,15% (OECD, 2020a).

Pembayaran Hutang Pajak yang Lebih Fleksibel

Otoritas pajak memberikan fasilitas pembayaran hutang pajak yang lebih fleksibel berupa
memberikan rencana pembayaran pajak yang dapat diangsur secara bulanan atau secara triwulan selama
periode tertentu (African Tax Administration Forum, 2020). Pembayaran pajak yang lebih fleksibel
dapat memberikan dukungan bagi arus kas bisnis dan meringankan beban wajib pajak dalam membayar
kewajiban pajaknya (OECD, 2020e). Selain itu, otoritas pajak juga dapat mempertimbangkan untuk
mengembangkan sistem teknologi informasi dalam sistem perpajakannya yang memungkinkan wajib
pajak untuk dapat melaporkan dan membayar pajak secara online (World Bank, 2020).

Tabel 6
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Pembayaran Hutang Pajak yang Lebih Fleksibel
CIT (corporate income tax) 17
PIT (personal income tax) 10
VAT (value added tax) 4
Pajak konsumsi (consumption tax) 0
Pajak properti (property tax) 1

Sumber: Data diolah, 2020
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Kebijakan pembayaran pajak yang lebih fleksibel tidak diberikan untuk seluruh jenis pajak,
beberapa negara hanya memberikan fasilitas pengembalian pajak untuk jenis pajak CIT, PIT, VAT, dan
pajak properti. Beberapa negara memberikan fasilitas berupa pembayaran pajak dengan cara angsuran
seperti pembayaran CIT dan PIT yang dapat dilakukan dalam 3 atau 6 angsuran bulanan yang diterapkan
di Portugal dan Republik Dominika (OECD, 2020a). Selain itu terkait dengan sistem pelaporan pajak,
dalam kondisi pandemi ini pemerintah Makedonia Utara mempersiapkan kemudahan dalam pelaporan
pajak yang dapat dilakukan melalui e-faktur dengan memasukkan tanda tangan elektronik (OECD,
2020a).

Meningkatkan Kompensasi Kerugian (Loss Offset Provision)

Ketentuan kompensasi kerugian (loss offset provision) merupakan ketentuan yang
memperbolehkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menghapus kerugian operasi
terhadap laba masa lalu (loss carry back) atau masa depan (loss carry forward) (Baris & Schott, 2019).
Kerugian operasi menurunkan penghasilan kena pajak pada periode kompensasi yang berpengaruh
terhadap penurunan beban pajak pada masing-masing periode (Kohlhase & Pierk, 2020). Kebijakan
dalam meningkatkan kompensasi kerugian diperlukan untuk membantu perusahaan yang menghadapi
risiko likuiditas dan solvabilitas (OECD, 2020e). Mekanisme kompensasi kerugian dapat memberikan
kepastian pada tahun mendatang bahwa kerugian selama krisis kesehatan ini dapat dibebankan pada
pembayaran pajak di masa depan (World Bank, 2020).

Tabel 7
Jumlah Negara yang Menerapkan Kebijakan Meningkatkan Ketentuan Penyisihan Kerugian
CIT (corporate income tax) 1
PIT (personal income tax)
VAT (value added tax)
Pajak konsumsi (consumption tax)
Pajak properti (property tax)
Sumber: Data diolah, 2020

[oNe NN N

Kebijakan terkait kompensasi kerugian fiskal tidak diberikan bagi semua jenis pajak melainkan
untuk PIT dan CIT. Negara yang memberikan fasilitas kompensasi kerugian untuk PIT antara lain
Amerika Serikat, Fiji, dan Polandia. Beberapa negara menerapkan Kkebijakan ini dengan
memperpanjang batas penerapan kompensasi kerugian seperti Cina yang meningkatkan loss-carry
forward dari 5 tahun menjadi 8 tahun dan Slovakia selama lebih dari 4 tahun (OECD, 2020a). Selain
itu beberapa negara memberikan batasan terkait kerugian yang dapat dikompensasikan seperti Ceko
dan Islandia yang masing-masing sebesar $ 1,3 juta dan € 132.000, serta Jerman dari € 1 juta menjadi
€ 5 juta untuk tahun pajak 2020 dan 2021 (OECD, 2020a).

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, berbagai negara
menerapkan kebijakan perpajakan untuk mempertahankan stabilitas perekonomian. Kebijakan pajak
yang diterapkan meliputi kebijakan penangguhan pembayaran pajak, penangguhan pelaporan pajak,
mempercepat pengembalian pajak, memberikan keringanan pajak, pembayaran pajak yang lebih
fleksibel, dan meningkatkan kompensasi kerugian. Kebijakan pajak yang diterapkan secara umum
difokuskan pada jenis pajak CIT (Corporate Income Tax), PIT (personal income tax), dan VAT (Value
Added Tax), pajak konsumsi, dan pajak properti.

Penelitian sebelumnya telah meneliti terkait kebijakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah
ketika terjadi krisis ekonomi. Penelitian tersebut dilakukan oleh Pham (2020) dan Yagan (2015) yang
menyatakan krisis ekonomi global yang terjadi di Vietnam dan Amerika serikat tahun 2008 membuat
pemerintah setempat menerapkan kebijakan pajak dengan memotong dan menunda pembayaran CIT
selama sembilan bulan dan memotong pajak dividen. Penelitian ini berkontribusi bahwa selain krisis
ekonomi, pemerintah juga menerapkan kebijakan perpajakan seperti penangguhan pelaporan pajak,
mempercepat pengembalian pajak, meningkatkan ketentuan kompensasi kerugian, dan pembayaran
pajak yang lebih fleksibel pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan
bermanfaat dalam menambah literatur bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui upaya yang
dilakukan oleh pemerintah terkait kebijakan pajak selama pandemi COVID-19.

Penelitian ini menjelaskan terkait kebijakan pajak yang diterapkan pada saat pandemi COVID-
19 secara global, serta jenis pajak dan tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut. Namun,
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keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini sebatas memetakan kebijakan pajak tanpa
melihat besaran dampak dan efektivitas dari kebijakan pajak tersebut. Penelitian selanjutnya diharapkan
dapat menganalisa besaran dampak COVID-19 serta efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk tiap
negara.
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